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PERATURAN BUPATI KARO
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TENTANG

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA
OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

a.

KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional, Besaran Tunjangan
Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD serta Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
sertaketentuanPelaksanaandanPertanggungjawabanDanaOperasio
nal, danPasal 8 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Karo, pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif,
Tunjangan Reses dan Dana Operasional dilaksanakan sesuai
Kemampuan Keuangan Daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah sertaPelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional, sebagaimana tertuang
dalam Berita Acara Rapat Nomor 01/BA/TAPD/2018 tanggal 08
Februari 2018, Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Karo
telah melakukan pembahasan perhitungan kelompok Kemampuan
Keuangan Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2018;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan
Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah serta Dana Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2018;

Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092);

2.Undang-Undang...



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5650);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12.Peraturan...

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Hak Keuangan dan



Menetapkan

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6057);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban Dana Operasional,

Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2006 tentang
Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 34);

Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 04);

Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2018 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2018 Nomor 01);

Peraturan Bupati KaroNomor 01 Tahun 2018 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
(Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2018 Nomor 01)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor
09 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karo
Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2018 Nomor 09);

Peraturan Bupati Karo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2018 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI
INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL
BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KARO TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB...

BAB I



KETENTUAN UMUM
Pasal 1

DalamPeraturan Bupatiini yang dimaksuddengan :

1.
2.

10.

11.

12.

Daerah adalahKabupatenKaro.

Pemerintahan Daerah
adalahPenyelenggaraanUrusanPemerintahanolehPemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas
OtonomidanTugaspembantuandenganprinsipOtonomiseluas-

luasnyadalamsistemdanprinsip Negara KesatuanRepublik
Indonesia sebagaimanadimaksuddalamUndang-UndangDasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalahKepala Daerah
SebagaiUnsurPenyelenggaraanPemerintahan Daerah yang
meminpinPelaksanaanUrusanPemerintahan yang

menjadikewenangan Daerah Otonom.

BupatiadalahBupatiKaro.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKaro
yangselanjutnyadisingkatdengan DPRD adalahLembagaPerwakilan
Rakyat Daerah

yangberkedudukansebagaiunsurpenyelenggaraPemerintah
Daerah.

Pimpinan DPRD adalahpejabatdaerah yang
memegangjabatanketuadan wakil ketua DPRD KabupatenKaro.
Anggota DPRD adalahpejabatdaerah yang
memegangjabatanAnggota DPRD KabupatenKaro.
AnggaranPendapatandanBelanja Daerah, yang
selanjutnyadisingkat APBD
adalahrencanakeuangantahunandaerah yang

ditetapkandenganPeraturan Daerah.

Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah
untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah
yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan
besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses, dan
Dana Operasional Pimpinan DPRD.

Tunjangankomunikasilnsentifadalahuang yang
diberikansetiapbulanuntukpeningkatankinerjakepadaPimpinanDP
RD danAnggota DPRD.

Tunjangan Reses adalahuang yang diberikansetiapmelaksanakan
reses kepadaPimpinan DPRD danAnggotaDPRD.

Dana OperasionalPimpinan DPRD yang selanjutnyadisebutDO
adalahdana yang diberikansetiapbulankepadaPimpinanDPRD
untukmenunjangkegiatanoperasional yang
berkaitandenganrepresentasi, pelayanan, dankebutuhan lain
gunamelancarkanpelaksanaantugasketua DPRD dan wakil DPRD.

BAB II
KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 2

KemampuanKeuangan Daerah KabupatenKaro Tahun Anggaran 2018
termasuk dalam Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Rendah.



BAB...

BAB III

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES,

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD
Pasal 3

Tunjangankomunikasiintensifdiberikansetiapbulanuntukpeningkata
nkinerjakepadaPimpinandanAnggota DPRD.

Besarantunjangankomunikasiintensif Pimpinan dan Anggota DPRD
adalah sebesar 3 x Rp. 2.100.000,- = Rp. 6.300.000,- (Enam juta
tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 4

Tunjangan reses diberikankepada Pimpinan dan Anggota DPRD
setiapmelaksanakan reses.

Besaran tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota
DPRD adalah sebesar 3 x Rp. 2.100.000,- = Rp. 6.300.000,- (Enam
juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 5

Dana Operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada
ketua dan wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan
operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan
kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua dan
Wakil Ketua DPRD sehari-hari.

Besaran Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah sebagai berikut:

a. Ketua DPRD sebesar 2 x Rp. 2.100.000,- = Rp. 4.200.000,-
(Empat juta dua ratus ribu rupiah);dan

b. Wakil Ketua DPRD sebesar 1,5 x Rp. 1.680.000,- = Rp.
2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Pemberian dana  operasionalsebagaimanadimaksudpadaayat(2)
dilakukansetiapbulandenganketentuan :

a. 80% (delapanpuluhpersen)
diberikansecarasekaligusuntuksemuabiayaataudisebutlumpsum
danpertanggungjawabanpenggunaan dana
operasionaldibuktikandenganlaporanpenggunaan dana
operasional;dan

b. 20% (duapuluhpersen)
diberikanuntukdukungandanaoperasionallainnyadanpertanggun
gjawabanpenggunaandana
operasionaldisertaidenganbuktipengeluaran yanglengkapdansah.

BAB...



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

PeraturanBupatiinimulaiberlakupadatanggaldiundangkandanberlakus
urutsejaktanggal 02 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkanpengundanganPeraturanBupatiinidenganpenempatann
yadalamBerita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 2018
BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2018 NOMOR



